BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian skripsi yang telah dijabarkan
dalam pembahasan dan analisis oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura diperbolehkan
selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut
Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLQOS), yurisprudensi mengenai
sengketa reklamasi antara Malaysia dengan Singapura, serta statuta nasional
Pemerintah Singapura. Meskipun reklamasi diperbolehkan, bukan berarti
kebijakan reklamasi tersebut dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga
harus ada batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana reklamasi itu
diperbolehkan. Namun, pada kenyataannya kebijakan reklamasi yang dilakukan
oleh Singapura menimbulkan dampak bagi wilayah atau negara lain. Apabila
kebijakan reklamasi tersebut terus dilakukan tanpa memperhatikan kedaulatan
wilayah negara lain, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan
masyarakat dalam lingkup internasional.

Adanya reklamasi yang dilakukan secara masif dan terus-menerus dapat
menjadi salah satu pemicu timbulnya potensi masalah yang berimbas pada status
dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional. Hal ini dikarenakan selat
Malaka merupakan salah satu selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran

internasional, sehingga jika Singapura terus melakukan reklamasi secara masif
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dikhawatirkan akan mengganggu hak lintas dan kebebasan berlayar bagi kapal-
kapal asing. Apabila hak lintas kapal-kapal asing menjadi terganggu, maka
mereka dapat menuntut haknya karena pada prinsipnya tidak boleh ada
penangguhan terhadap hak lintas transit sebagaimana yang telah diatur dalam
Pasal 44 UNCLOS. Adanya perbedaan interpretasi terhadap maksud dari Pasal-
Pasal dalam UNCLOS 1982 tentang reklamasi yang dilakukan oleh Singapura
juga menjadi salah satu penyebab ketidakpastian hukum. Tidak adanya
pengaturan secara spesifik yang mengatur tentang reklamasi dikhawatirkan akan
menimbulkan salah tafsir antar Pasal-Pasal dalam UNCLOS.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan atas hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang
dapat diberikan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu adanya pengaturan secara spesifik dan lebih mendalam yang
mengatur tentang kebijakan reklamasi dalam lingkup internasional,
sehingga diharapkan ke depannya tidak terjadi perbedaan interpretasi oleh
negara-negara yang akan melakukan reklamasi. Kegiatan reklamasi yang
dilakukan oleh suatu negara tetap harus memperhatikan aspek dan keadaan
negara lain, serta negara yang akan melakukan reklamasi harus
menundukkan diri pada yurisdiksi negara-negara lain.

2. Harus ada perjanjian mengenai perbatasan wilayah antara negara yang
melakukan reklamasi dengan negara yang wilayahnya berbatasan langsung

dengan negara yang akan melakukan reklamasi. Apabila terjadi
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pelanggaran oleh negara yang melakukan reklamasi, maka akan timbul
konsekuensi hukum atas perbuatannya, yaitu adanya pertanggungjawaban
dari negara yang telah melakukan reklamasi.

Perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan atau regulasi yang
mengatur tentang reklamasi. Disamping itu, harus ada pembatasan atau
ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai kegiatan reklamasi, dimana
kegiatan tersebut tidak boleh merugikan negara lain.

Perlu adanya penekanan secara tegas terhadap batasan-batasan yang jelas
mengenai sejauh mana kegiatan reklamasi tersebut diperbolehkan atau
tidak. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh negara tertentu dalam melakukan
reklamasi, sehingga dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran
maka harus ada sanksi yang tegas dan harus ada pertanggungjawaban dari

negara pelanggar.
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